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Sumber Berita :

Bali Post, Kasus Dermaga Gunaksa: Kejaksaan Dalami Peran Mantan Bupati Candra, Jumat 5 Agustus

2014

Catatan:

» Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum:

Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah

dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan

masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk

kemakmuran rakyat.

Pasal 3 menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan

tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran

bangsa, negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak

Pasal 10 menyatakan bahwa tanah untuk kepentenginan umum digunakan untuk kepentingan:

a.
b.
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pertahanan dan keamanan nasional;

jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi
kereta api;

waduk, bendungan, bendung, saluran irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan
sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;

pelabuhan, Bandar udara dan terminal;

infrastruktur minyak, gas dan panas bumi;

pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;

jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;

tempat pembuangan dan pengolahan sampah;

rumabh sakit pemerintah/pemerintah daerah;

fasilitas keselamatan umum;

tempat pemakaman umum pemerintah/pemerintah daerah;

fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau public;

. cagar alam dan cagar budaya;

kantor pemerintah/pemerintah daerah dan desa;

penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk
masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;

prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/pemerintah daerah

. prasarana olahraga pemerintah/pemerintah daerah; dan

pasar umum dan lapangan parkir umum.

» Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer,

mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar

negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan atas
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harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan
asal usul harta kekayaan dipidanan dengan tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara
paling lama dua puluh tahun dan denda paling banyak sepuluh milyar rupiah.

» Pasal 2 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan
bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara, dipidana penjara dengan seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun
dan paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak
satu milyar rupiah.
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